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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 10 TAHUN 2025 

TENTANG 
TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN DAN PEMANFAATAN ATAS KURANG 

BAYAR ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH SERTA LEBIH 
BAYAR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 
Menimbang    : 

 

a. bahwa tata cara pengalokasian dan penyaluran kurang 

bayar bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah kepada Desa merupakan upaya dalam menjaga 

kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis 
yang dilaksanakan oleh masing-masing desa di 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan memanfaatkan 
berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, 
efesien, efektif dan akuntabel dengan tujuan peningkatan 

kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup dan 
penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa 

berdasarkan kearifan lokal;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Ayat (2) dan 

Pasal 97 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah 

Daerah diwajibkan untuk menyalurkan Alokasi Dana 
Desa sebesar 10 % dari perhitungan Dana Alokasi Umum 

ditambah Dana Bagi Hasil; 
c. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia nomor 11/S/Interim LK-HSS/03/2025 tanggal 
14 Maret 2025 hal penyampaian konsep temuan 

pemeriksaan interim; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Penetapan, Penyaluran dan Pemanfaatan Atas Kurang 
Bayar Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah 
Serta Lebih Bayar Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 

Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024; 
 

Mengingat      : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
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Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2019 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
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Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 632); 
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, 
Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2024; 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 3); 

13. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang tata Cara 
Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil 

Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan 
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 3); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN, 

PENYALURAN DAN PEMANFAATAN ATAS KURANG BAYAR 
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 

SERTA LEBIH BAYAR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
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3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 

bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin 
oleh Camat. 

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa.  

8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, 
adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
9. Bantuan Keuangan adalah alokasi dana yang diberikan 

secara khusus untuk Desa yang pengalokasiannya, 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan 

dalam rangka relokasi kantor kepala desa. 
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 
bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan 

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat.  

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana 

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 
(delaman) tahun.  

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut 

RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun.  
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15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa.  
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar 

pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, 
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, 

supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi 
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

17. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

BHPD adalah pengalokasian realisasi penerimaan bagi 
hasil Pajak Daerah. 

18. Bagi Hasil Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BHRD 
adalah pengalokasian realisasi penerimaan bagi hasil 

Retribusi Daerah. 
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 
 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

 
Bagian Kesatu 

Maksud dan Tujuan 

 
Pasal 2 

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah:  
a. sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah sebagai 

unsur pembina Pemerintahan Desa dalam 
mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang 
baik; dan 

b. memberikan pedoman tata cara perhitungan dan 
menentukan besaran alokasi dana untuk Desa di 

Daerah di luar bantuan keuangan kepada 
Pemerintah Desa. 

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk 
memperoleh  kepastian tata cara penetapan, penyaluran 
dan pemanfaatan atas kurang bayar ADD dan BHPD, 

serta lebih bayar BHRD Tahun Anggaran 2023 dan 
Tahun Anggaran 2024. 

 
Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 
 

Pasal 3 

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, 
meliputi: 

a. penetapan; 
b. tata cara penyaluran; dan 

c. penggunaan. 
 
 

 
 

 



- 6 - 

 

BAB III 
TATA CARA PENETAPAN 

 
Pasal 4 

(1) Penetapan kurang bayar ADD dan BHPD pada tahun 
2023 dan 2024 terdiri atas: 

a. kurang bayar ADD sebesar Rp 37.874.954.000,00 
(tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh 
empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu 

rupiah); dan 
b. kurang bayar BHPD sebesar Rp  747.686.000,00 

(tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus 
delapan puluh enam ribu rupiah). 

(2) Penetapan lebih bayar BHRD pada tahun 2023 dan 2024 
sebesar Rp1.096.556.000,00 (satu miliar sembilan puluh 
enam juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah). 

(3) Rincian kurang bayar ADD dan BHPD serta lebih bayar 
BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

 
BAB IV 

TATA CARA PENYALURAN 

 
Pasal 5 

Penyaluran kurang bayar ADD dan BHPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)  dilakukan dalam 3 (tiga) 

tahap dengan ketentuan: 
a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) akan 

dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang 

perubahan APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan; 
b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) akan 

dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang APBD 
tahun anggaran 2026 ditetapkan; dan 

c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) akan 
dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang APBD 
tahun anggaran 2027 ditetapkan. 

 
Pasal 6 

Penyelesaian lebih bayar BHRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara mengkonpensasi pada 

pembayaran BHRD berikutnya yang dibagi dalam 3 (tiga) 
tahap dengan ketentuan: 
a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) akan 

dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang 
perubahan APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan; 

b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) akan 
dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang APBD 

tahun anggaran 2026 ditetapkan; dan 
c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) akan 

dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang APBD 

tahun anggaran 2027 ditetapkan. 
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BAB IV 
PENGGUNAAN 

 
Pasal 7  

Penggunaan kurang bayar ADD dan BHPD dialokasikan 
untuk mendukung RPJMD dan RKPD Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan  
 

BAB V  

PENUTUP 
 

Pasal 8 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 
 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 25 Maret 2025 
  

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
    

ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 
 
 

Diundangkan di Kandangan 
pada tanggal 25 Maret 2025 

   
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 
                            ttd. 

  
MUHAMMAD NOOR 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
TAHUN 2025 NOMOR 10 1234 
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